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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, sehingga p€nyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 dapat

diselesaikan dengan baik. RENSTRA dimaksud disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa

dengan memperhatikan t"gas pokok dan fungsi

Selanjutnya untuk mencapai visi, misi. tuj uan, sasaran dan program tersebut diharapkan

masing-masing komponen dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Minahasa dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan

mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Minahasa setiap

tahunnya. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi

kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).
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RENSTRA 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang

tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan

masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut

memerlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian

pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun ke

depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berisikan tentang gambaran

umum, tugas pokok dan fungsi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program yang

merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KepalaDaerah. Renstra PD disusun berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD dijabarkan ke

dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang

berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Minahasa 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan

RPJPDP Kabupaten Minahasa 2005-2025 Tahap Keempat atau yang terakhir, serta isu

strategis yang aktual. Sebagai implikasi dari Pilkada Serentak Tahun 2024, dokumen RPD
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ini disusun untuk mengisi absensi dokumen rencana pembangunan daerah jangka

menengah. Tanpa adanya visi dan misi kepala daerah, visi dan misi dalam dokumen RPD

ini akan merujuk pada visi dan misi RPJPDP 2OO5-2O25 dan analisis sasaran pokok dan

arah kebijakan RPJPDP 2005-2025 Periode Keempat seperti yang telah ditegaskan

sebelumnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Minahasa telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun Renstra sesuai dengan

tugas pokokdan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam

dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam

kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut

wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui

Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

RENCANA STRATEGIS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Minahasa Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

dilahirkan sebagai bentuk pembenahan manajemen aparatur sipil negara dengan

tujuan pencapaian pelaksanaan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan

kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki

calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan

dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembenahan tersebut hendaknya dilakukan

secara simultan disegala bidang secara berkesinambungan dan terintegrasi satu sama

lain.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada hakikatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan (buslness prosess) dan sumber daya manusia aparatur,
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sebagaimana esensi dari reformasi birokrasi yakni integritas,etos kerja dan gotong royong

diharapkan manfaat sekurang-kurang dapat diperoleh sebuah implementasi birokrasi yang

di dalamnya menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi,

transparansi dan akuntabilitas serta tanggungjawab dalam kerangka memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada Akhirnya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Minahasa ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dan menjadi

pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka

menengah dan jangka pendek serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan

mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melakukan perubahan sistem

untuk mendukung pencapaian visi, misi, Nawa Cita DAN Kegiatan Unggulan Pemerintah

Kabupaten Minahasa

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 20'18 - 2023, memperhatikan arah dan kebijakan

yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai

berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Undang Undang Nomolto Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran NegaraNomor 4421 );

3
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587 sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4
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(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomolt8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor6332);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O1 g

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

JangkaMenengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

20'16 Nomor 547);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
5
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 465);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20'19 tentang Sistem

lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor'1447);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas lmplementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah,

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 201 7 tentang tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
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Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024:

27 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

3 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomo|I Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa

Tahun 2008 - 2028;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 11 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Minahasa Tahun 2018- 2023;

33. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
7
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'1 .3

1 .4.

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Daerah

Kabupaten Minahasa.

Maksud dan Tujuan

A. Maksud

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang

efektif, efisien dan akuntabel,

2. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan

Keuangandan Aset Daerah (BPKAD);

3. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang

dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis;

4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. TUJUAN

1. menjabarkan Msi dan Misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi BPKAD

dalam periode jangka menengah;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD

dan perencanaan penganggaran;

3. Menetapkan strategi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan

lingkungan strategi guna mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan

keuangan dan asset daerah

Sistematika Penulisan

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1 .4 Sistematika Penulisan
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2.'1.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka

Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk

membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah

yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Minahasa telah

membentuk Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan

atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang

Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan oleh

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan tugas dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah menyelenggarakan fungsi :

1 . Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan

APBD bersama TAPD:

10
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3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

5. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam

lingkungan Dinas maupun lnstansi atau unit keria lain yang terkait;

6. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis dibidang

pengelolaan keuangan daerah;

7 . Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi

ketatausahaan meliputi Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian dan

Umum;

8. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

9. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan

10. Penyusunan dan Penyampaian laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi diatas Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa terdapat susunan organisasl yang

terdiri dari :

1.2 Kepala Badan

2.2 Sekretaris Badan

3.2 Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu

a. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Umum dan Perlengkapan

4. Bidang Anggaran pempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang

perencanaan anggaran, pengendalian otorisasi serta melaksanakan tugas

lainnya yang diberikan Kepala Badan , membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

11
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5

a. Seksi Anggaran;

b. Seksi Pengendalian dan Otorisasi

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang

pengelolaan beklanja pegawai dan non pegawai, pengawasan dan pelaporan

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan

membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :

a. Seksi Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan ; dan

b. Seksi Pengawasan.

Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di

bidang akuntansi pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan Kepala Badan dan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

a. Seksi Akuntansi

b. Seksi Pelaporan

Bidang Aset Daerah dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

di bidang pembukuan dan pendataan asset daerah, pembinaan dan evaluasi

serta melaksanakan tugas lain yang diberika oleh Kepala Badan, dan

membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

a. Seksi Pembukuan dan Pendataan Aset Daerah; dan

b. Seksi Pembinaan dan Evaluasi

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari 2 (dua) jabatan fungsional tertentu,

yaitu:

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai kehlian

b. Kelompok Jabatang Fungsional terdiri dari jumlah tenaga jabatan

fungsional.

Adapun tugas dari Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai

6

7

o

berikut :

t2
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I Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas

a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang,

subbag dan subbidang;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan dengan cara

mengadakan pertemuan secara rutin dengan seluruh pegawai Badan

untuk mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan serta

menemukan solusi pemecahan masalah terhadap kendala yang dihadapi;

d. mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan umum, strategi dan

prioritas APBD Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan Tim

Eksekutif dan Legislatif;

e. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman penyusunan

APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA);

f. mengkoordinasikan dan mengarahkan penetapan surat penyediaan

dana, penerbitan surat perintah pencairan dana serta pemrosesan

usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;

S. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah,

pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta

rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

13
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h. mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat keterangan

pemberhentian pembayaran, pemungutan / pemotongan dan

penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta

restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;

i. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansikeuangan daerah,

pelaksanaan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan dan aset

daerah, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyajian informasi

keuangan dan aset daerah;

j. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pedoman, pembinaan dan

pelaksanaan administrasi aset daerah, pembinaan pengelolaan

keuangan SKPD se-Kabupaten Minahasa serta evaluasi rancangan

APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan

pertang gu ngjawaban pelaksanaan APBD;

k. pemrosesan tuntutan pengelolaan keuangan dan tuntutan ganti rugi;

l. mengkoordinasikan penatausahaan atas investasi, pinjamandaerah,

obligasi daerah dan pembiayaan daerah lainnya serta pembinaan

pengelolaan keuangan BLUD;

m. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan serta menyempurnakannya

agar didapat hasil kerja yang berkualitas sebagai bahan pengambilan

keputusan dan kebijakan lebih lanjut oleh pimpinan;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja

dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan

disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

74
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2

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

p. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan

masyarakat dan protokol; Dalam melaksanakan tugas tersebut secretariat

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunanperencanaan

program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;

b. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan

dan perawatan inventaris kantor;

c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua

unit organisasi di lingkungan Badan;

d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah

tangga, hubungan kerja di bidangadministrasidengan perangkatdaerah

lain dan hubungan masyarakat;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ganti rugi, tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan

Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat;

dan

f. pelaksanaan tugas{ugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang AnggaranJ

15
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4

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, dalam

penyusunan anggaran daerah; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud , Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar

pelaksanaan dan pertanggunjawaban;

b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD;

c. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD;

d. penyusunan laporan di bidang anggaran daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perlcendaharaan mempunyai tugas membukukan serta meneliti

berkas-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme

pengeluaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan

pengeluaran daerah;

b. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan

pengeluaran;

c. pendokumentasian pembukuan dan laporan;

d. pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Verifikasi

Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi

keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD

sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang

16
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b

dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk menyelenggarakan tugas

dimaksud Bidang Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang

akuntansi;

b. pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

c. mengkonsilidasikan laporan keuangan SKPD;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah dan Pembinaan

Bidang Aset Daerah dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset daerah termasuk

inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan, penghapusan dan

keamanan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud Bidang Aset Daerah dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana pengelolaan aset daerah;

b. Pengumpulan dan pengelolaan data aset daerah dalam rangka

penyusunan neraca daerah;

c. pengadministrasianasetdaerah;

d. pelaksanaan inventarisasi aset daerah;

e. pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD;

f. pemeriksaan dan pengawasan aset daerah;

S. penghapusan aset daerah;

h. pelaporan barang inventarisasi daerah;

77



pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

tugas dan fungsinya.
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2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Minahasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara

administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa perlu adanya dukungan

sumber daya manusia dan asseUsarana dan prasarana yang dimiliki,

adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

'1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil yang dimiliki Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka

membantu kelancaran tugas - tugas dinas berjumlah 49 orang dengan

perincian :

a. Pegawai menurut golongan/ruang adalah sebagai berikut :

NO GOLONGAN/RUANG JUMLAH

(oRANG)

I PEMBINA (lv/a) 4

2 PENATATK.t(ilyd) 21

3 PENATA (ilt/c) 2

4 PENATA MUDA TK.t (ilUb) 6

5 PENATA MUDA (lll/a) 3

b. Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal adalah sebagai

berikut:

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

(oRANG)

1 S-2 (PASCASARJANA)

2 S-1(SARJANA)

s D-3(D|PLOMA3)

22

1

20

8
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4 SLTA

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

ESELONISASI JUMLAH

(oRANG)

J

NO

1

1

1

8

1

SARANA DAN PRASARANA

Adapun asseUsarana dan Prasarana yang dimiliki

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Minahasa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugastugas Badan

adalah sebagai berikut :

NO URAIAN KONDISI KET

BAIK RUSAK

RODA EMPAT

RODA DUA

KOMPUTER / PC 355
PRINTER '10

4

1

2

6

1

1

2

3

4

5

30

146LAPTOP

ZL

1 KEPALA BADAN (ESELON il)

2 SEKRETARTS (ESELON ilr)

3 KEPALA BTDANG (ESELON ilt)

4 KEPALA SUB BAGTAN (ESELON rV)

5 KEPALA SEKS| (ESELON tV)

6 JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN

DAERAH MUDA

7 JF ANALIS KEBIJAKAN

40

40

20
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6 SCANNER

AC

KURSI KERJA

KURSI RAPAT

10 KURSIPEJABAT

,11 UPS

12 UPS SERVER

13 MEJA KERJA PEJABAT

14 MEJA KERJA

15 MEJA RAPAT

16 GENSET

17 SOFA

18 LEMARI ES

,I9 DISPENSER

20 LEMARI MAKAN

2'I EXHAUSTER FAN

22 KOMPORGAS

23 TABUNG GAS

24 TANGGA ALUMINIUM

25 TELEVISI

26 HANDYCAM

STABILISER

DRONE

MESIN SIDIK JARI

FACSMILI

SERVER

2 2

77

I
9

11

70

12

30

35

l0

4

35

A

84

42
624
2

7

2

7

4555

2

11

1l

I

36

4

6

6

2

5

6

7

2

1

11

11

1

I

11

1

11

11

27

28

29

30

31

32

2

I

J

1ccry

22

I
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33 PAPAN STRUKTUR

34 PAPAN NAMA INSTANSI

35 PROYEKTOR +

ATTACHMENT

36 ALMARIBESI

37 LEMARIKACA

38 ALAT PENGHANCUR

KERTAS

39 GORDEN

40 MESIN POTONG RUMPUT

41 WRELESS

42 ALAT HTASAN (BUNGA)

43 HARD DISC EXTERNAL

4 MESIN HITUNG

45 KURSTBEST(KURSTTUNGGU)

46 METER DIGITAL LASER

47 ALAT DAPUR

,I8 PERALATAN KOMPUTER

49 SOFTWARE

50 PERKAKAS BENGKEL KERJA

I1

11

2

11 1',|

6

2

6

4

2

1

2

1

)

I

12 l0

419

22

23

2

3

2

4

1

I

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Minahasa

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam keuangan daerah dan

pengelolaan aseUbarang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses

73
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pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan

pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan

aseUbarang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi

penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian

pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah,

pedoman pelaporan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan

bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan

pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan

pengelolaan aseVbarang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dan aseUbarang daerah dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Minahasa mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kegiatan pelayanan di BPKAD meliputi penyiapan bahan penyusunan dan

kebijakan keuangan dan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan

anggaran dan rencana kebutuhan barang, pedoman penatausahaan keuangan

dan aset daerah, pedoman pelaporan keuangan perangkat daerah. Selain itu

BPKAD melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan dalam pengelolaan aset

daerah yakni berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang

milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman

penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset

Pemerintah Kabupaten Minahasa.

24
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dapat dilakukan dengan

menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (Sfrengfh)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa

program aplikasi komputer dalam rangka menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi

urusan pengelolaan keuangan dan aseUbarang daerah;

5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (Weaknes)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat

penyimpanan dokumen;

2. Masih terbatasnya ruangan tempat kerja

27
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2. Faktor Eksternal :

a Kesempatan/P eluang (Opoft u n ity)

Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung

tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan

kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan keuangan dan asseUbarang daerah;

Hubungan kerja dengan istansi terkait dan stakeholder telah

terjalin dengan baik;

Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap

aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang keuangan dan aseUbarang daerah;

b. Tantangan/Ancaman (Treath)

Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan dan aseUbarang daerah berdasarkan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang

sehat dan good governance;

Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan

aseubarang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya

dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang

optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan

aseUbarang daerah di PD;

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

I

2

2

3
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3.1.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Ada beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi BPKAD kabupaten Minahasa, diantaranya adalah :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang

menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun

menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAp

berbasis kas menuju akrual;

2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang

daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan

benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanakan

pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini

menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam

pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan

keuangan dan barang daerah;

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Minahasa menyusun dokumen *U*51p4 yang merupakan dokumen perencanaan

taktis strategis, yang memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BpKAD Kabupaten Minahasa

dengan berpedoman pada RPJPDP Kabupaten Minahasa 2005 - 2025 yang

29
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mempunyai visi "Minahasa yang mandiri dan sejahtera" mendukung

tercapainya visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa menjabarkan dalam

misi yaitu :

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri

dengan budaya Si Tou Timou Tumou Tou;

Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap

mempertahankan budaya M a pa lu s;

Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan

Kepastian Hukum;

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar

berkelanjutan;

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan Makmur

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang

berkaitansecara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah misi ke Dua yaitu Mewujudkan

Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus. yang

dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD sebagai berikut:

1

2

3

4

E
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3.3. Penentuan lsu - isu Strategis

Untuk mendukung pelaksanaan Kabupaten Minahasa khususnya pada misi

kedua dan sasaran pertama, berikut strategi yang dirumuskan Kabupaten

Minahasa dan dituangkan dalam RPJPDP:

1. Meningkatkanpertumbuhanekonomi

2. Mengurangi ketimpangan pengeluaran dan pendapatan masyarakat

Minahasa

3. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

4. Memastikankemudahanberinvestasi

5. Mempertahankan kategori WTP

6. Meningkatkan nilai SAKIP

7. Meningkatkankualitasbirokrasi

8. Menerapkan sistem merit

9. Meningkatkan jumlah/persentase koperasi aktif, dan permodalan UKM/IKM

10. Meningkatkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Strategi diatas di terjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh

BPKAD Kabupaten Minahasa dalam mencapai tujuan dan sasaran BPI(AD diatas,

BPIGD Kabupaten Minahasa melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset

berbasis lT;

2. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi

keuangan daerah dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan

pelayanan prima;

3. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan

akuntabelyang berorientasi kepada anggaran kinerja;

4. Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset;

5. MeningkatkanakuntabilitaspengelolaandanpertanggungjawabanApBD;
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6. Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektifdan

akuntabel;

7. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis lT

yangefisien dan efektif;

8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset;

9. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan

keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa;

10. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan

keuangandan aset daerah;

'11. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan pihak

ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
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BAB IV

4.1 Tujuan BPKAD

Tujuan BPKAD merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Minahasa. Misi

yangterkait dengan tupoksi BPKAD Kabupaten Minahasa merupakan misi kelima

yaitu: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan

yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota". Misi ini

dicapai dan dijabarkan dalam tujuan BPKAD yaitu:

"Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah Tinggi"

Pencapaian tujuan diatas, dapat diukur dengan pemenuhan beberapa indikator

dibawah, meliputi :

Tabel 4.1

Perumusan lndikator Tujuan Jangka Menengah BPKAD

4.2 SASARAN BPKAD

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam

rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai

tersebut adalahsebagai berikut :

35

Mewujudkan
Kepatuhan
terhadap Kebljakan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Tinggi

N

o
2025 2026

Opini BPK WTP

2024

I

WTP WTP

lndlkator
Tuiuan

Tuju
an

TUJUAN DAN SASARAN
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'1. Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tinggi

Salah satu tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah

tercapainyapengelolaan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas keuangan

pemerintah memilikitiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial,

dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah

merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan

atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama

satu periode. Akuntabilitas pemerintahjuga harus menyediakan informasi yang

diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran,

pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas

pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh

aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. Tenivujudnya

akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola

pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuanganyang

berasal dari dana masyarakat akan befalan lancar seiring kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan

daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan

keuangan adalah meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan

keuangan. Hal ini tertuang pada sasaran kinerja BPKAD yang pertama yaitu

mendorong agar seluruhPerangkat Daerah mematuhi kebijakan pengelolaan

keuangan daerah yang berlaku sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan dan mendorong terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, untuk pengelolaan aset sebagaimana pengelolaan keuangan

daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuaidengan

prinsip good govemance.

Fungsi dari pengelolaan aset daerah adalah untuk mendukung pelayanan

kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:
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a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik

menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah,

penghapusan dan penjualan aset daerah;

b. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;

c. Pengamanan aset daerah dan;

d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan

pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun

kebijaan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan permendagri

Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi BPI(AD, untuk mewujudkan tatakelola

pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar perangkat Daerah

dapat memtuhi kebijakan pengelolaan aset daerah.

2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Manajemen Perkantoran dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan,

pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakkan

mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan{ujuan yang telah ditentukan.

Tujuan dari manajemen perkantoran adalah kegiatan perkantoran di BPKAD dapat

dilakukan secara efisien dan efektif sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan

utama BPKAD.

Pencapaian sasaran diatas, dapat diukur dengan pemenuhan beberapa

indikator dibawah (sebelum dan sesudah perubahan), meliputi:
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TABEL 4.2

Perumusan lndikator Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan
Sasaran
BPKAD

lndikator Kin6rja
BPKAD

Target Kinerja Tujuan/Sasaran
Pada Tahun Ke-

t

N
o

I

2 3

Terwujudnye
k6patuhan
Terhadap
KebUakan
Pengololaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Tin99i

Terpenuhinya
dukungan
manajemen
porkantoran

Perda APBD
waktu

Tepat

2. Pe.da
Perlanggungjawaban
APBD tepat waktu

3. Deviasi Realisasi
Belania Terhadap
Belania Total dalam
APBD

4. Ratio B€lanja Pegawai
da luar Guru dsn Tenaga
Kesehatan

5. Ratio PAD
6. Ratio Belania Urusan

Pemerintahan Umum
(Dikurangi transfer
expenditu16)

7. Opini Laporan
Keuangan

8. Deviasi Realisasi PAD
terhadap Total PAD
dalam APBD

9. Ratio Anggaran sisa
terhadap total belania
dalam APBD tahun
sebelumnya

'10. Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan Aset
Da€rah Tinggi

11. Manajemen Aset

Tingkat
pemenuhan
dukungan
manajemen
pertantoran

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

% 6,750A 6,50% 6,30%

Tepat
Waktu

61 ,63
oh

8,O70/o

80,32
%

WTP

4,830/0

Tepat
Waktu

62,00
ok

8,270/o
80,42
%

WTP

4,930/o

Tepat
Waktu

62,20
oa

8,47o/"
80,72
Yo

WTP

5,23To

oa

oA

o

Yo

o/o

o/o

oh2

o/o 1 17% 1 ,7 
'i,A 

1 ,73%
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan BPKAD

Dalam melakukan perumusan strategi yang akan dilakukan, BPKAD

memperhatikan kekuatan intemal yang sudah ada seperti posisi organisasi yang

lebih baik, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan profesionalisme dan

integritas aparatur BPKAD. Selain itu, BPKAD juga dapat memanfaatkan peluang

yang ada agardapat dimanfaatkan sebagai dukungan bagi BPKAD dalam

melaksanakan tupoksinya seperti peran BPKAD yang strategis, mudah

berkoordinasi dengan pusat, kualitas dankapabilitas SDM pengelola keuangan

dan aset yang masih bisa dikembangkan, komitmen pimpinan untuk

menyelesaikan permasalahan aset daerah dan potensi aset daerah dalam

meningkatkan pendapatan daerah.

Kemudian selain memanfaatkan kekuatan dan peluang, BPKAD juga akan

meminimalisir faktor kelemahan internal seperti :

'1. Pengembangan dan pemanfaatan SIPKD disetiap Perangkat Daerah

belum optimal;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi personil

Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan

barangmilik daerah belum memadai;

3. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja

yang efektif, efisien dan akuntabel;

4. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;

5. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan asset;

6. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;

Kedepan, BPKAD juga harus dapat menjawab tantangan yang ada seperti :
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1. Profesionalisme dan integritas SDM pengelola keuangan dan aset masih

perluditingkatkan;

2. Penerapan teknologi informasi (aplikasi) belum terintegrasi.

3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan

peraturan yang sangat cepat;

4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang

dilakukan olehPemerintah;

5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatnya

jumlah paketpengadaan barang dan jasa,

6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good govemance;

7. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;

8. lnformasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.
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Tabel 5.'l

Perumusan Strategis BPKAD

o Meningkatkan Kualitas Sistem
Pengendalian, Pengelolaan
dan lnformasi Keuangan
Daerah DalamRangka
Mewujudkan Pelayanan Prima;

o Meningkatkan prcses
penyusunan APBD yang
aspiratif, transparan dan
akuntabel yang berorientasi
kepada anggaran kinerja;

. Meningkatkan akuntabilitas

nggungjawaban APBD;
. Meningkatkan Sistem

PengelolaanKeuangan Daerah
Berbasis lT yangEfisien dan
Efektit

. Mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
atas laporan keuangan
PemerintahKabupaten
Minahasa;

.Meningkatkan pembinaan,
koordinasi dan perencanaan
pengelolaan keuangan daerah

. Meningkatkan pelayanan dan
fasilitasi bagi PD Pihak
Ketiga serta Stakeholder di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa

o Meningkatkan Kualitas Sistem
Pengendalian, Pengelolaan
dan lnformasi Aset Dalam
RangkaMewujudkan
Pelayanan Prima;

. Menyusun perencanaan
pengadaan dan pemanfaatan
aset;

r Pengaturan Pengelolaan aset
yang efisien, efektif dan
akuntabel;

. Meningkatkan Sistem
Pengelolaan aset Daerah
Berbasis lT yang Efisien dan
Efektif;

engelolaan dan

ingkat Kepatuhan
erhadap

bijakan
ngelolaan
uangan dan Aset

h Tinggi

I eruujudnya

uangan dan

patuhan
erhadap

ijakan

rnggr

an

Daerah

No. lndikator KinerjaSasaran
Strategis

Strategi
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2

Terpenuhinya
dukungan
manajemen
perkantoran

Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran

oMeningkatkan pembinaan,
koordinasi dan perencanaan
pengelolaan aset daerah;

. Meningkatkan Sarana dan
prasarana pengelolaan
keuangandan aset.;

. Meningkatkan pelayanan dan
fasilitasi bagi PD dan
Pihak Ketigaserta Stakeholder
di lingkunganPemerintah
Kabupaten Minahasa

o Meningkatkan Kualitas
SumberDaya Manusia
PengelolaKeuangan dan Aset
berbasis lT

52 Arah Kebijakan BPKAD

Memperhatikan peran BPKAD yang diberi amanat besar dalam

melakukan pengelolaan keuangan dan aset serta pembinaan pengelolaan

keuangan pemerintah kabupaten Minahasa, maka BPKAD wajib

melakukan sinergi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Minahaasa, DPRD, Pemerintah Provinsi dan

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergi dan koordinasi wajib

diterapkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan dan

aset BPKAD terkait antara satu dengan lainnya. Kebijakan BPKAD

merupakan peniabaran dari urusan pemerintahan sesuai dengan visi dan

misi pembangunan Kabupaten Minahasa yang berisi satu atau beberapa

upaya untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset

daerah dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk mencapai sasaran

strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi-strategi BPKAD
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sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan tujuan BPKAD.

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas,

pengelolaan keuangan dan aset yang dilakukan oleh BPKAD diarahkan

untuk mencapai sasaran teruvujudnya kualitas manajemen pengelolaan

keuangan dan aset yang bersih, efektif dan akuntabel. Kebiiakan

pengelolaan keuangan dan aset BPKAD juga diarahkan untuk mencapai

terwujudnya penguatan sinergisitas dan koordinasi, terwujudnya

penguatan sistem dan prosedur, tenarujudnya profesionalisme aparatur

pengelola keuangan dan aset, serta terwuludnya sistem manajemen

pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi yang

terintegrasi. Arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset BPKAD

secara rinci sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan komitrnen seluruh aparatur dalam

melaksanakan tupoksi untuk mewuiudkan akuntabilitas;

2. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah

daerah berbasiskan e-govemment yang terintegrasi dengan baik,

meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan

dan aset milik daerah;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung

pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sefta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Minahasa

4. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah dan

membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan

kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan dan asset daerah
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TABEL 5.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan BPKAD

Memperkual
kelembagaan dan
tatakelola keuangan
pemerintah daerah
berbasiskan e-
government yang
terintegrasi dengan
baik, meliputi
pfoses
perencanaan,
penganggaran,
pengelolaan
keuangan dan aset
milik daerah
Mengimplementasik
an Sistem
Pengendalian lntem
Pemerintah dan
membangunserta
meningkatkan
sinergitas,
koordinasi, dan
kolaborasi dengan
stakeholders guna
meningkatkan
akuntabilitas dan
transparansi
pengelolaan
keuangan dan aset
daerah

Mengoptimalkan
pemanfaalanaset
agar mampu
mendukung
pelayanan dan
dapat memberikan
masukan untuk
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)serta
bagi peningkatan
kesejahteraan
masyrakat
Minahasa

. Membangun dan
Meningkatkan
komitmenseluruh
aparatur dalam
melaksanakan

i untuk

Meningkatkan Kualitas Sistem
Pengendalian, Pengelolaan dan
lnformasi Keuangan Daerah
DalamRangka Mewujudkan
PelayananPrima;

Meningkatkan proses
penyusunan APBD yang
aspiratif, transparan dan
akuntabel yang berorientasi
kepada anggaran kinerja;

Meningkatkan akuntabilitas

Pengelolaan dan
pertanggungjawaban AP BD;

Meningkatkan Sistem
PengelolaanKeuangan Daerah
Berbasis lT yangEfisien dan
Efektif;

Mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
atas laporan keuangan
PemerintahKabupaten
Minahasa,

Meningkatkan pembinaan,
koordinasi dan perenc€naan
pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan pelayanan dan
fasilitasibagi PDPihak
Ketiga serta Stakeholder di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa

Meningkatkan Kualitas Sistem
Pengendalian, Pengelolaan dan
lnformasi Aset Dalam Rangka
Mewujudkan Pelayanan Prima;

Menyusun perencanaan
pengadaan dan pemanfaatan

Pengaturan Pengelolaan aset
yang efisien, efektif dan
akuntabel;
Msningkatkan Sistem
Pengelolaan aset Daerah
Berbasis lT yang Efisien dan
Efektif;
Meningkatkan pembinaan,
koordinasi dan perenc€naan

TeMUjudnya
Kepatuhan
terhadap
KebiJakan
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah
Tinggi

Mewujudkan
Kepatuhan terhadap
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Tinggi

VlSl Kab. Minahasa: Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera
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MlSl Ketiga Kab, liinahasa: Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi,
Supremasi dan Kepastian Hukum

TUJUAN BPKAD 1 STRATEGI KEBIJAKAN
I

SASARAN
BPKAD



2. Terpenuhiny
a dukungan
manajemen
perkanloran

pengelolaan aset daerah;

Meningkatkan Sarana dan
prasarana pengelolaan
keuangan dan aset.;
Meningkatkan pelayanan dan
fasilitasibagi PD, dan Pihak
Ketiga serta Stakeholder di
lingkungan Pemerantah
Kabupaten Minahasa
Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia Pengelola
Keuangandan Aset berbasis lT

mewujudkan
akuntabilitas

. Menerapkan
kebijakan pola kerja,
yang sesuai dengan
potensi dan kondisi
daerah sebagai
bahan masukan
kepada Pemerintah
Pusat dalam
menetapkan
kebi,akanNasional
yang strategis
dengan
memperhatikan
kepentingan
Daerah.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka

kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan

maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan

program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi

dan misi.

Sebagai penirrujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke

dalam program dan kegiatan, 53 indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Minahasa.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran Strategis yang merupakan konstribusi

bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

49



Ef B!
$8Ei

o o

:18;
EEEE

@
ao

t-

oi
o-
B

8-

3
oi
c.I

t-

.i

6

I 8
u!
8 d

E co

d.

'\.

I
.o.
...

j

P
F

E'S; Q 5 a
ggTEEH

E,+tffl
;.E EE g
E - i F€

<.;

F

q,
x

!
z

a
'6
f

lJ,23z2<
fEz<
Lzld,<c
:l r, ul
l,:1 5zc,i
=fo.

z
(,
z
f
Y

zs<2z 5,s I
EEE-EczE<o.(,=!qd:,9Eit?a.a.o.oY

ttoY
t\l N

z
c,

Eu:. g, 
E ,

z
,
,F

gc
.Y= c iii l:
E€ SE! SE.
3*E.EgE<Et o.Ell a, e a,

€EEEEEEs

I

dttl
o
Fg,l

I
t
ul
o
F
soz
t
uJL
z
zv)
9t
uJ1
Zz
LJF

oi
trJ
Y

=t(,
ot
(L

z
oz
tJJ
E.

z
6
z
l,z
f
ttlY
5
oJ
tal
l,ztrlA
z
o
o

(o
No
N

It$lo
ol

E
az
uJ
G,



o

o

Et
o'

o
Ch

t
I
o'

o

g
I
.i

o

o

=v
s
z

Oa

i; E 

'Ei: 
F 

'E: 
;; eg

E=
1." I

e E b'i
E E.E ?

E E.E E"oiu>4,6-Aurlt

s.<

(\.

(9
No
6t

I
st
6lo
6l

tr
az
IJJ
E,



o o 6 o

E

o

c
o,

f!i
oo

c.o
Ea{=
o6

c
Ea{5
o6

a
E
8

aa
a
ts Io.

a ^: EoE -o- Eoc
f-Nt Poc

a
ts

I
a
ts

o-

I 8

E
ln.? t

o

o
EN-3 c
oo

o
E

.., -= coo

q)

E
c{ -3 coo

E

H

a
ts E

I

E

o

c
4'

.{=
o6

a
c,
ENt
o

c
c)
Ea{!
o6

F

o

c
{J
E

o

a
E

oo
f{

c
E

oo

b9g
! E EPfE! s g q

Sdddd

g ; -$tr -q.- e 0.
. qr q c c

-c S{ E.B 3 H

EEg$EFEg

. nE$ a E " sn
6 E!B E€ A E!U
EEE*E!FEEg

i_+E s, sfi

" E€; E 5 E

EEg$ETEg
c
q,

E

Pb
c;O
A.!-:c.o
!1 u@
EE E
o c, llJ
o- o- d-

E

-oEo!c

E t(,
o c<fo orY!zo-E

C)O

- o<
=O!ztcE
! 

=-E?:r-O
oaioqro)

5a!E

n r^
6 ivvo-a

R-{ R-i R-1 R,r

(o
(\to
C.'l

tt
$lo
C!

tr
az
IJJu



o o

c
(u
Ec.,t :'
oo

c
Ea{5
oo

I
E.

I
g
Vi

*i E
OE ^t E

OE

I
E.

I
E.

E,! -l c
0o

o,
E

..{ -? coo

I
E:

I
E.

c
{,
Ef{l
oo

c
o)
Ed5
oo

c
E

oo
(!

c
E

o
f{

o- - aH 9E oE E g

rE3}gis$s5FE3$9i$

*E--:6 2 --c EHr a E c HH

I Ef X E€ i ET;
EEEEsSFEEE

l!C
OE

ss.is
:=.E18
EEYE;
tSEE+o c o.= y

c<
!o

E
EEE
d 2.o.\h t,pE
5 6 bgYO.O-O

@

ft .-rod

(o
$tosl

I\l
$lo
$t

tr
az
IJJt



6 o 6 o

a.
J
N

E

E
fi,
oq

tr

o
o.
J

a
a
o'

o'
3

o
E
g

aa
J

N
E -, 8.tr(,

a
E

F.

a
a

E:

oto
J

E
r,,lOo

G
a.t!
J

a
ts
o'
s
.a

Ij

8

Nc'o.
J

E

G
t< cr

o.
HOa

J

o
o.
J
ot

a
8

(!
olt
C'

o
9.
I

tEEE$t
E$Eg$t

33. 'E

E! S E

E H E eE."ooo60riEC!>l-i:

c
'ez
au)t-<

c-
-c c5!6d5Eib';
;Ee3

.E "$ o E ,,E
E E $E€ E E A E $e
E FSig EETB Sig
-lY<.,)Jl<o.J&<.,1

-
;(!Eo
=E
E-p

oIoct!
Hi o.
EE.= E-c
!Elt,
E5q,
lrol!<Yo

c
!,
o-Z
:?r!<
-5P
9.E
o,6-F

e<
OFg-L

i c--
ni=;
? lEoo c 3o-o o {, !z

F

s-r $ e.t Bot ftor

(o
No
$l

Irt
$lo
C!

tFoz
UJ
E,



o
o

o

a
J

>r

c
e
o-

a
a

E.

8
d

s
.a

I
I
.,i

a
ts
o'
^l

H o=
J

x c
EH8
I

E
8

E
.J

ts

o.
I

*
E
f !-r oo

E
g
R.

3
d.

E
<J

t-.{ o
0.
J

I c

c

o,
J

(!
oq
J

a
(t)

c
c
e
e
-5

!E
_3!_-g !:

!EEFE* r * is

*E€ 'E
gfi= Ecci; n
E'E g p€
ar'o a,l! a,4 < - >F od

:c-!gh,i
r$i E
E.d E B
r[(ro.

c
o-

-9.o

t!c
Ei5

-.* c.-*ot!-Ot,; E P-e s €:s*3.3-ti
-oh cS
o c -,o-lE c

€:iE
!1 cFq)
EfcEPlEgo al c
YO-ro!

3t!
o

'a-EB
Eg;
E THtlaDo<!r

r! o-
E:E

e9
l!g
E g.-
ho i: t
,g 6- 6cc@
o-!G

ftrn ftrn Srn

r!

(o
No(\t

Itf
No
N

tr
oz
uJ
tr

o

Ec-o
E{9
3EE
cox
33s*'
E.o60
FE-E
38.2



o o
o

c
o

c
o
o-

c
E
o-

g

8
I

1..
E

tsr.

E

I

- 8. E

g
-9.I

P* gc
s

a
ts
o_

8 E
8
g

a
a
o_

.i

c
EFroa E

c
!-r oo

lD

?ra
o.

o_ d

o-
s E .5

e
oo-
s

0
o.

E

c
oo,
s

o
o-

r;g-iEt$
igEIE$T3

'G a.-
E * 9g
EE EEEI E ho.<fF

I 5_i E"T
+"tEf
i FdJE

" 
s.5 B n

:ensE

o E P.

EEIE f I*
iBT,&T,T E3

Ec
.!'22

_r ._ J
#n^a,

SE S B
E3E€
ao:o-:)

E

'EEg?t66
Er
'= ao

Tr!
!a,<o.

'a-
-eE-s P9zEc

=;gY.E9^okE;= c9qg?"cE!coo.!!.E

co
Sc
6l=
O. f;

l!(l)

E ^0, x
ccc
6-!!Z

o So ftro 6.^

Na{

I

@
NoN

I$6lo
N

E,

az
tut

*I



6 o o o o

o
o-

P
o

eoo

cg
oo,

xo

E
g
o'

I
I

E
o.
8
o_

e
E
o.
8
si

E
8
6.

E
g:

e
-gc

.5

e
- gc e

- 8.c
s

I* &.I
*o
(D

E
a
.a

E

3

R6
o'

E
g
3

E
8'
o'

c
P
oo
s

i<o o

c
et-{ o
o.
s

c
e!-r o
o-
5

eFroo

c
e!-r o
o-I

5
o'

r-.

a R6
d 3

a
ts
g
3

o-

a

o
o.

e
o
J

c
g
oo E

or

c
oo

c
oo o

.3

c
e
o
o.
s

c
oo, so

cg
oo.

Ee

tE$tsB
:E&8de

" EEc :i
€ EBilI $
;g&68d

-;8oSAgE
E E'6 ! E

5Jl&YF

!

E da

sf
I Ei$
sJlL C

s E= t
l!E.6

EETE:d, .) 6 tlYai.rz@clE

C

=.8d d x-7 ! EoP
E 8.F.6
<.{ E>

!
E

.qE
9Ecc4)f6-E

ooc

.6C_cl!
ii!9
drUd
c;c
o.(J6-

c
c
=c5
,6

.P_ a

rLF

c

E *og E4
SP;
P8 E
qre i
c clcol!o

qP cf; sbb :A6-E--
E s;f
g E EriuJ t:e= c E0r=aroaz4al

q]

(oo $o o,^ roo $ r.. Ss

(o
No
6l

ttNo
N

E,

U)z
IJJc

:Qo
<tr

6
o)

c
E

c)
o-



o o o 6

e
oe
5 E

c
E
o
o,

l\l

oq

(-{

c

o,

E
o'
8.

ts E
g
*

a
ts
"i

g

E.

'-rgca
o- E

I.to- er\ro-
I

e* gc
s

e
a
I
c;

8
6i
\
o-

E
8 .i

ct

E

E.

!-.{ c

oo, E Hx SE
I

rroo

6

F.

E
.t.

3

P
t5

g
E. E

d

g
ao-
-5

IRI
c

SE
-5

c

SE
s

o
o-
-5

o
o-I

xI oo
c
oo,

!$
...TE3

EEHi!

EE
..G EH-a qQ oni! = EEfl ET.E*
EgEE!EE

a
EE

t E $s

t e$E E

!EFssllui

s
d?

-6Et Et3
E &b9 e
-rJlL'r!

-a;(!C

o-S
c-

(tS

o- 'o

3
G

sEA
l!iE
?J.c
P P3t.s.=o,c:i
il:ccE(l,luo,
o. o. o.

e

a

or<>?
35

3*oEi

E E€
EEA
cE>
d\zO

o
cs9

E: BEEEo
oJlEc>.; 0Jc i:E
oollr

fi r.. fto ftco $o So

(o
NoN

I\t
No(\l
t
az
UJ
E,

c
oo



o o o

c
o
o.

E
oq
s

E
o_
8.

E
8

6
I

Erro-
H

e* gc
s

E t
I
o.

a
ts
e
H
vi

.{t,ra H
Fro

o,

a
ts

.i

E.t
a
a
o_

ct!
^rh!rE

5
E

c
e
o
o-
3

C

9
-5
a{

E

c

o.

o.c E

9r.{6!9
T E,Ed,xo

(c
YJ

u Py
) y.a

dc

E 8bg_6'
ilq-)o

sE ir a

EEgEEE 3Bf,flfl}gHN$i

F

4q
ttc
.!q'!r:L
Ii €

v€E .;E EA

E t s*E

g 8.s€
9-v i 9E= c Ea,=., a,o-za4

q 6.€ E.E E
_ l! (, c _o

3hFE3"E
EE E i E E tor0J0rr!oro:o. o- o. 6- o- :z .::

fto So

(o
(\lo
6l

I\t
olo
GI

u
oz
LUt



o 6

E

q l

to
s'
j

E
g.
p

E

8
I

E
o--sE
J

f

It
j

a
ts
g

E

I
g

*I
c

!-r o
o-
.!

-

g
a.
E

as

l

q
(!

F{o
o.r!
J

E

c,
l!
o
CL

rs* ^. E "F
gE-l FE qE
.={raDoooqFYFYCYCI

EC
E€, p i.

sefuE;$!sg

"E p
e! eg- > !t

=".88 o i
E$i3!E A

E
d,
|rl

=3-<z2=<<Y(!,c,a29c,<o2)
EgTETo.a.Y

.g
o)

cc
r! 'El

E=
= .;.: rE

EEE
a,, o,| 6

E>
< o.:
.t cl
cY 

=E ps
Ea c
=qrl!9tl'o
3E€

(o O1

fto Sor
N

?t l! -Ei H $:_" "g HH"c' 6 (i g-o C C f'tt CDO >o h o O O O cFE!girrco.orzcE

6_
--gob

o

E
g

E
g
d

E

E.
o_

C(!

q.

t!
!-l Oct

l!J

t!
-{Octt!

4 E€
.q Et6F O d-O

E.ti.g

c
(D

oq
ID

Q)
-o

€
E
q,

ftor

a]

(o
No
ol

I
sf
C.loN
E,

az
UJ
tr

*
8



6 o o 6

8

c
El!J

oo

Ef\.1 ,
oo

o

-3

o
o-
5

ocl

t-

j

E

8.

E.

8

8

E.

E
R6
di

E

E
:

:e
8 .\, * d -t Eoc

I
-Bc

s
e*8c
I

E
-gc

8.

n

E

E.
R

a
a
o_I

I
E:

E

E.
:

E
8
.i

x
8

tu
E

^-? c
oo

E.r -= coo

c
E.{o
o.

c
-roo !-r o

o,

t o_

E

c
o
F

r\{l
oo

o,)

EN:,

oo

o
o-
.3

c
o oo

*I
c
a)
E

oo
a.l

c
(u

E

oo
N

c
o

c
o

o-ii E
6filG ';C
tE -! zt = a
E H E U P€
*EHr$HEa- E ll !t a: cl

<9p
i9
Q<-<Ed=

-e =d;

=O!!

<c
-o- f

€ E-3€!
=.7 r< 9P:8Ble

.--5a
- c c a6
G pE I I

E E! eg

'iiPEH
6. =!zE C C;'^tt7

-g F5 -t i5 r

E E E AE<
= =o q, o:a
- -:! -iZ aL O- ts

EilE .--
:o
-cct T€zox
E o'-E

oct!

=d ai5 c!E g?
P=h
E 1S6c!!6arcYO.<

a
g

-=;Yroc
rE=
.9'q
o c<o od!z o- o-

c

e lG.ocY.!

:: =-E=E E.3Eba==oooo,l:zo-o-4

o
o.

64!,<

l!=;
.E;!!
o.Eocro:zo.>

a
E

E-o
E=

'a'Pta
q; aiz1i t=ut
o c.<fo a, orYYO->ts

oc
69!r<

.--;a
l!=;.E;ar r=
oatrooo

$-r R-, $.+ o o R-,
N

N

(o
GIo
6l

I\t(\lo
$l

t
ct)z
uJt



o

c
o

c
c,
EN=

oo

c
q,r

Eatl
oo

E.

E.

E.

I
I

a
E

r..

e*8c
s

-t Potr
N:6

a
ts
g

a
a
I

E

3

tu
E.{ -,? co6

e
r!O

o-

o
E.{!.
oo

ni

c
Ea{l
o

c
o
E

df

oo

o
o-

q,

E

oo
o
o-

c
o
E

0o

*$tffcs$te

o c€
8gE

ffE:gt$s$e

.c,-a-E .--h-er 3 E P?; c c;;vtt e! 1E I

5"8E eEE
cc
llcG,
:d=

s*EBsEtI-a,ecor!E! 5!- !!- =.=o=6=-cii

Eii€EE=ea
66ll!ororG,6ro-
Yo-OaLa!Oo-<

Eo.
=68:(t o-iE< (l', 6

s*e'rHE
EqEEEEtitxtaoaOrcO,c:938€83

c
.t

i+!tJ
'dElo
.EEE9r r='/)
o c tr<
,2398

|.\

ft.rR-ft ,-r

-6 vt
ft
F<
o-o

(9
olo
$l

I
sf
oto
st

E
(n
z
uJ
E



o 6 o 6

.E

d

c
o
o-
!

o
o-g

c
aos

E

E.
P

g

H.
F.

g

E.
I

E
g
o_

E

I
d

-g

o
G,

- e.s -6-
-e

g-&.
-e

- &.
_c

E
8
di

a
a
a'

E
g'
o'

E

E.
d

E.

I

o
!-{ :f

{,e

cg.ro
o-g

c
Flo

o,

c
.ro

o-

c
io

o.
-g

.n

E

E.j

'a
o
ooE

o
o-
-e

c
o
o.
-e

c

o,
-q

e
oo
-9

;
!

d,

c
o
o-
-g

c

o.
-e

o
o-
!

c
eocl
.E

q.,9 E

t El* efr
E3 ?"ts! U
46gCiI

E-iHc

*iitsE
E $E g HE'rlXA<o.

,t* Ea
E$g$f; rtgle$

_65v
" H st

--EU_E*

EEEBE $$,
!0.-c!€

ai6
-0.jc;.( .E: SE
E =€ E

E >I! E

9395

c

o-
!

s^EEP:EaF;:6
EES6orc

'a

=EsEH5
E a S"eO E toqJ9e€3

.e
,E

"F.- !d
=.cilna
=XcEESo0rcY4<

o

cos - -:zc l!: C
E S0e !i E,E +E C C5ootu.!o-o-o.Y

-rQ

$,< S.-r R-{ ft-r ft '-,

N

a{

@
$lo
6l

I
stNo
6l

E
az
TU
tr



o o

E

e
oe
s

e
o

t
g

E.

a

a
6
g

E

e* gc
I

e*8c
s
a
a
g

E.

E.

E

E

I
E.

>P

E

c
rro

o-
s

c
e!-r o
o-

E

d.

R6
a
E

!!

oe
.5

c
e
oo-

E

e
o
o-
s

c
oo.
sE

t!

arEr!
: allJ .. c
s;sEI6r=oooaI. E o-@ El

a --I; 6t
-6 gk

EE€ AA
E *8 E 5 B5lv!o-!a

_ .c.=clE
= -. rt r= .Li h 9s !q c*EEu5 EEEt E at p. P s-:

= !+ or o, o, rE o, c r!; s o a o-! o- l!'r,

c
E!E!cE
E!_o
E-gEEo E= ooo,,aroYAA(f

esz!c
Esq-9 c
P $eoclu9e3

c
Pcl!

!!!
c E{^

E.EEEg
gg 'sf 5c! C C 6Grit,c,ol!o. o- o- 6- :z

ftot ftcr Bet

N

I

(o
$lo(\l

Isl
C.lo
6t

E
(t)
z
IJJ
G



o o

c
g
ao,

c
o
o-

a
ts

E.

E

B

e
- 8-c

e
-gc

5

E
g"

E
g
xi

c
e!-r o
o-
s

c
er-r o
o.
s

E
a-
a
fi

c

.5

o
o-

c
P
o
o-

c
lE

oe
s

easg$ffigi$uEii'

- c-e-8. sEil t

EE!$g-!!iflgrflgi
--@;';r!cc

E E = ^ -.=;E.E E€5
f.H s * ? as
e r:=i!EE
E -fi [: S E e
oof(ro41!!\z<r6Eo-6-al

3r
E s E i"{.E PE+E

-.s!tqEE;
€$EE€EIB9393:-eg9

ftru Sar

@
No
$t

I
st
$lo
6l

tr
az
tu
G,



o

-5
N

E
g
d

e
a!o-

E
g
n

c
-. g
li&

-5

.n

c
sI

I
c
ao

s a* $ * 
gEa: g 

EBgg;ei€ $rat E, $Eis$ tisgx,
EEs EE-

=EEEE= {EE

E iIE;tEEfEE
o aJ 0, rD lE= o, 0,, to o, qJ

:zo-dEo<6-o- E6-:z

|.\

P e.r

(o
No
6t

It
6to
$l

E
oz
IJJu



o
o

c(,
E

oo

,!

E

E.

E
g
d

-: d
oc

E

E

E
g
d

E
-!a cooo

.9c

.i

c
E

o6

,2c

c
E

o

.9c
=

rig,$,itF,Fre:s

oo.!c-

E =.9 556E.X
F

s_-E
E!9€tst)v---c

EEEqES
= c X B; o,9.==c;E.eb b &2 9o t9! C C tr E^rEo, c, q, o q, o. o)d6-O-O-O-!.,tF

!qi* - Ei*Ei*&s!;=
tE:!EE; se

3g qe EcE rgorlr)q,roroo0)ofo-FYao6-o-o,o.!/r

r{O

Sot C, r{
f{

(o
otoN

I$
$to
6l

tr
az
IJJt



o o o

c
o
o-
-5

H

c
o
o-

@

E
dI
g

I
o.
8
dl

E
ct
8
o.

g
*gc *I

QIEC

o-

E
g
d

8-

t-
d.

E
d
8
€.

c
e!-r o
o-
-5

E

QC

oe

(D.

cp
o
o,

!R

8

aoc
oq
-5

e
oo

E

e
o
o-

@

8.9
4 -I r>if,E5E!

.c c c, ba: q

*gEHEEiE X E E 
' 

EJII lfin ai a aj q.rJf o-ll.vo.- 6

t!

O'E
3-9 - _ E
E PE E F€
EEg69E

*FE E F

lEHi$e Ef- i
c'tr

;t6
-<o-->EIsEc; olt,
;ol!,E C l-O
o-o-:zY

Et!!oc_o

I*Ee
', r!.= El!c=|!€neit6! =-E 

6o 0,, ! 0, to
YA.<A.cl

cC

Et a t -i.6f 
= 

e

EiEEEtoll/cro,,=€\zo-o-aLa6E

Scr $o Sm

a.l

(o
6tosl

ItNo(\l
E
oz
UJ
G,



o

c
E
o
o-
.s

E

3

a
ts

E:

*gc
a
o-
s

E

E
Fi

E.

E

.rc
o

!-l c

ao,

o
o-
-5

c
P
o-I

c

o.

c
e
o
o-
J

9c - c

: E r E gt
rldeE aa)

tEiEE"Bf
5 d Cr.:a l, 6 !, ld'r J o. < o.! O.Ji

o-
-3 E -*

sE9ilfffs
c
ET
'EC
9g

-E!
EEe&
€gEE*
oJ:5 C 0,

!zcL<!.E,

o<
c? !ed .=gct E60- t
';66d
6C:C

EFHS*
c=c=o)

So

(o
oto(\t

I$No
N

t
az
llJtr



o
o

co
EatJ
oo

co
E

oo

I
d
8
.,i

E
g

.!* 6
oE

a-*t E
OE

a a
E

E.

o
E.{ .7 coo

o
E--3.oo

E
g

o
Ear.f
o6

co
Er.r f
oo

c
q)

E
J
oo

co
E

o6

t;EiiEr$u$*BE$*$g,gus

EoF- Y B)i o- E d
- r'5^ad 4 d

-0&hr c$ s

EE $iEt * ef{ #e

cccc
!orEN-lgE IB E EIE

- EolE F 33EEE-PES-<-FfE'919
-L--.\. '-.occ=Qi0cooJ=ECEEs"saE:s3+-&Egiq=*H33E,oEE33E=EH€t=E3EEi.AQOr.0Qo{rtr|!0r;o0Jr!:z 6- d cf 6- o- o- az Y ; d o- !z

o-Es- -o^lEJ.(!=! o.o =d

=EttsF;
E E:E pE
5E3s€rqr(o6o-(UO,
6-FlaoaLo-

ftro ftm

(o
oto
6l

Itf
No
N

E
(n

z
uJtr



o o

dI

E

8.

E

E.

oo

a
a E

I

c
E

..t Q
a.
s

-oq)

oo
-oo

c
ao.

c

q,,

rflg;- sit*,es

d

_k. E* r{
t{ €:E{ Ett
;EEET$8.*TE

c
l0
!c

l!6s
! 6if-.+E i b

cFoJlElil!-
!99r0r5l!
o= c c= c c,o.!0r:r0r=.!!auto-Fo-Fc)

C.Ep. s
.E- - E

te *EI c- h E

g € E P?
'a = 

l, -:g 6=:''. d P 9 E g
ccEc5q)0r |! !+[)-r l!o-!r(]d<6

F. <h

ftco Rm

@
No
N

I\t
C!o
N

t
@z
IJJg.



o o o o

o
o-
-5

E

E
o
o.

E
g

E.

8

8
g
El' 

o

e* g.
I H

C
e
o
o-
s

g

E.

E
I

t
g
I
... d

c
e!.r o
o-

*I -ra

F.

ol

.lN
o-

6

c
o
o-I

>p6o o
o-
J

5
!

c
e
oo,
J

xI
c
o
o-
-5

E

3 ; c c'i

eiilcHir
;;TTdgdA sefi3FrE$ r u Fir;ae5,2tg3E

6d:Ed
-cai3 q:E 3
E &? I c
5-l<0.!

cF (!-c
6 lpP; ac
1= k dct
qEE;E
i"s € B E

o-!<o.o-

'Gc
Cl!g4

=is:€F-<ec!l!hlE lE qr: g
E EH; EESEE;oaJQarGtcl o. ar o_ !z

c-st
ic-l!
PFE?
3q€F:, Y not!ctca0ro0rq,4YAY

c
qlE

EEO9
E E E.oo4i:.
O-= l! 6
a + >-o
.!!di5*
EeE-Y
<!o-6-

rr c)

o ftm ftc Ro
r!

(o
Nosl

I$No
6l

E
az
UJ
E,



o c

!-t o
o.

o

c
e
o
o"
5

c
e
e
s

c
e
o
o-

8
g'

*e"

E

8

E.

E.
8
o_

g
-8.c

3

P I
- gc

I
8.

E

E'
o
o-

E
I

c
g

.ro
o-
.5

c
.ro

o-

cIr-l o
o-
5

8
g

E.

I

e
o-
-5

c
o
o,

cI
o
o-I

cI
o
o-
s

a
o-

e
o-

iE:s eE,
fESEFSA

!c6:6!9
$i!
AI!Y

'ac
:E6

3 E,E E
E E,7 9 C,dqaid
':J<A!

ra

1'
t E.$E
Stda

o
=3n!,
lEV 6

!.
.;* F
t u.Ec;sda

c'tr
q)

E
6-
c
!!

o-o

c

3qF
EEq
E3Er!cc
<!@

c
o

i€r9rU
CL;

a!o2

Pe@op(.
rig
;s
€+
E!Z
c6
E!I

rrO

Ro $s fts

(o
6to
ol

I$
6to
6l

tF
(t)
z
IJJ
tr



o o o

co
E

o6
8 oo

e
ts

3

Ed
8

g.

8

)-*t E
6E H

oo

a
E

g
t-
t
a

E.

8.

j

o
E-rl c
oo

a
o oo

3
h.
3-

c
q,
F

,r-
oo

>Roo Cf

n)
E
f
oo

66 o6

*,8,fus3$Er sat rEt -.=o0rqriuq.:F!aF!ZO-<F

c.-
oiil!

E*9.I Ea I
(,,0,ai
o.o.aoh

-.c
@lcJi.:

3? E epE
E Esis
EE E? Eq,9Ee;
eE o o rr: 0l= l! or:6-:otz

e=
=1Es;E59(l<d
PEETo.E@cl

!0tt!
a!
.o
-EiFrad
€8
EI

TE

$ra ft-t

6t

E e *o 6
3.4 E"" -F.eE 

E
.o, >o xo oo(,(ucF c:ra c: .g.ia tr o-o (!t E

H

o

E

8
o.I
o'

t
d
t-

E

:RI

x
8

Eoo
o
o

bo.Cr^

Esfaa=
*.9 E -E
?EE!.8
s E ri e
O;ElEc
co,C)arjo, c= l! 0,o.::clY

ft.4

t\l

(o
Na
6l
$
$lo
C\t

t
oz
lrJ
t



o o o

#s;:
co
E!'r l
oo

c
il)
E

oo
,o
o,

ocl
-5

E

E.

E

ts

I
E.
o_

E
R
t5

t
I
F.

^-"9OE
** d

6E -t E
OE

e* &"I
g
g'

E

E.

E

g

g
e'
a.i

E
8
F.

.J
E

-_? c
o6

E.r _= c
o

c)
E*-3.
oo

-o
0,

c
P

t{O
o-
J

E
I

F.

co
E

o6

t
o,
Era:5
oo

aoc
r{=

oa

c

.r.E
-oq,
Y

a
o
o.

E5
oo

E

o

c
@
E

oo

c

q,

c
oo

$c
F:4 3

- 6 ..9? E.EO
EE; P
4d6 E

li-
Ec zu q,=
S E k *-e hf i.eY:r, E d?r 9 E 6i_i E e b E-d g b
s6dsa#cda

*i>cd
4cEJ00-c
€: g; E I
.3EECAA

*
_ dirt* pf;

EgE&E

c
d*
g:t E E s*

E $E $ i

c
c

a!-

!'i !9EE E

-v -@-cE=-E c gg> E-E e
3 PE E cJ

orl!l!orS6-aott:za

c

-c..'<hPcP
EE!d
E 9EO

5P
>z ao

ES 6;_9ri ou

o-o-z

-e
q,

E(]F*
g=

EE
o,l roo- ao

ft ,-r Rd S.r R-i $,r

(o
No(\l

I$6lo
N

t
U)z
UJu



6 6

II
c
E
o
o.

E
g
d

E.
g
r..

I*e.
-s

I*8c
5

9

Ei
a

I
g
",i

c
E.{o
o-
3

c
E

!.t o
o-
s

I

g
8
d

e
a
si

o_

oo,
-3

C
e
oq
I

I

Io
o,I

c
e
o
o-
s

e
o

Earr
EEEt!

?.r
s 5 E u-c6Eiicd?ittioinEi$E&t

i t- -ri.=I E"E

!$#sETEfHE
P
P
dt'a.c
6!!.96
EA
Ex
!>

ecg
ao
c-
EE
Eo
ruE

x
=

@
c

c llt

6-o

a\

$-r R-, o

(o
$to
N

t$
$to
GI

EF
U)z
IJJ
G,



oo,

E

I
g

g
o. c

E
g
o'

c
r-r oq

-5

cg
o
3

dE ";F ; c..r#EEgg E lE
-:5Edq,:o.4lq,i:!:duo-cd I c Et! c E -c c d

=ii.55tt,jt.,"aulb;$SET.IE.x€E&E
oic(!-!!

EEE
-d-*.. e -'c -'; c ln l! = 

(!:
EEE+IiE
E 

=-E 
9 ; ! ci

.E E P ! f, -oo rri c E E E c=
^s(rc,qroJoE(Jd-o-o.o-aLz

-rO

ft.r

c
e
oe

e
- gc

5

c
er.,l ocl
5

o

a
ts

g
"i

E

3

E
I
di

o

g
ocl
-g

dvE gE=
_ 2 S-{>

EE=A f,flHi
iT#EETEHA

! -dic E c<
frEE E} E9 A

c c c=IUOJoEo-6-ELz

o

o

@
$to
$tIt
C.lo
$t

tr
az
IJJu



oo(\
(o
q,
o)
o(\t
o(o
@(D

o-

=

lt

F
YF

=o

uJo
<34
uJ
?oz\url<
I
&

l

z
o
o
J
o.

1

*

o o o

o
cg
o
o-I

c
o
o-

E

I
8

E.

I
8

E
dI

e
- gc

s
e* gr
s

- 8..

E

E.
dI

a
a
ciI
u;

a
ts

c
r-r o Frocl o-

R6

.1

g.

j

c
o
o-

c
o
o-I

a
o-
-5

c
a o

o-

c
o
o.

=nt3 a*5 i
E6CF !:
-4 q a ^2.q:oFiriu-c(,iccricd

? o o ! >'o nl !

i$}EESAA

=E

=EtErri
E$fiEE

-#€
fitr= !E

! EftHEi $ .

c=F (!S
-!5oo
!f6

j]E 
^0, 

.o'EtE*
-9EP b
B E E8

Et
Pb
53
E>
9b0
>=
@.!
6- dt

P

q- 5. hF*.E
E€3E*
E $: E 9
6raJ=o|to-d-ao-Y

Rd B.-r RH

(o
No
N

I$
olo
N

t
oz
IJJ
E.

D

11 \



RENSTRA 2024.2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

79

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa sangat erat kaitannya dengan dokumen visi dan misi

RPJPDP 2005-2025dan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPDP 2005-2025,

untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJPDP sebagai acuan

untuk menetapkan indikator kinerja BPI(AD Kabupaten Minahasa sehingga dapat

tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJPDP. Penetapan indikator kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa bertujuan untuk menjaga

konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana

strategis organisasi danjuga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis yang mengacu pada RPJPDP 2005-2025.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk

Tiga tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJPDP 2OOS-2025

dapat dilihat pada tabel C.28



RENSTRA 2024.2026

TttEctlctffitnlHAT un^lt
IIDAX Tffi.q^ IE'AffiAX Mf, A$T MBA

I/UUDAIEI m lu$TAtrfi &t - M

vtsr
MINAHASA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

(RPJPD Kab. Minahasa Tahun 2005-2025)

Misi 3 :Meningkatkan Penerapan Prlnsip-Prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi
Dan Kepastian Hukum

lndikator Tuiuan
Daerah

Opini BPK WTP

Sasaran Daerah

Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset
daerah

lndikator Tujuan PD
Opini BPK WTP

Sasaran PD
Tenivujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan

keuangan dan Aset daerah tinggi

lndikator Sasaran PD
1. 1. Perda APBD Tepat waktu

2. Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat waktu

3. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam ApBD

80

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersihTujuan Daerah

Mtsr

Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Tinggi

Tuiuan PD



4. Ratio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

5. RAtiO PAD

6. Ratio Belanja urusan pemerintahan umum dikurangi transfer expenditure

7. Opini Laporan Keuangan

8. Deviasi realisasi PAD terhadap total PAD dalam APBD

10. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

11. Manajemen Aset

PROGRAM Pengelolaan Keuangan Daerah

lndikator ProBram Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Iinggi

PROGRAM Pengelolaan Barang Milik Daerah

lndikator Protram Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi

Sasaran PD 2

lndikator Sasaran PO Tingkat pemenuhan dukungan mana.jemen perkanloran

PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

lndikator Program 1. Nilai SAKIP

2. Nilai IKM

81.

RENSTRA 2024-2026

9. Ratio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran



KEGIATAN
SEKRETARIS

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Oaerah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi yang EfeKif dan Efisien

Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

lndikator l(etiatan

Jumlah Dokumen Perenc€naan dan evaluasi kinerja Perangkat
Daerah yang dibuat

Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersedia
lepat waktu

Persentase Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja

Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum

Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Aparatur terlatih Pengelolaan Keuanagn Daerah
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SEKRETARIS

Persentase Pemeliharaan BMD



Nilai IKM Perangkat Daerah

Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
yang terpenuhi

KEGIATAN
KABID PERBENDAHARAAN

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

lndikator Kegiatan
KABID PERBENDAHARAAN

Persentase Meningkatnya Pengelolaan Belanja Daerah

Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu se,lak diterimanya pengajuan SPM

sesuai Persyaratan

KEGIATAN
KABID ANGGARAN

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

lndikator Kegiatan
KABID ANGGARAN

Persentase Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Keuangan
Daerah

KEGIATAN
KABID AKUNTANSI DAN I

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

lndikator Keglatan

Persentase Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

KEGIATAN
ASET

Milik Daerah

lndikator Kegiatan
KABID ASET

Persentas€ Pengelolaan BMD sesuai aturan
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SUB KEGIATAN
ANALIS KEBIJAXAN MUDA

Tersedianya Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya

TerlaksananyaBimbingan Teknis lmplementasi Peraturan
Perundang-Undangan

lndikator Sub

Kegiatan

ANATIS KEBUAKAN MUOA

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis lmplementasi
Peraturan Perundang-Undangan

SUB KEGIATAN
KASUBAG PERTENGKAPAN

Tersedianya Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Peralatan dan

Tersedianya Jasa Umum Kantor

lndikator Sub
Kegiatan

KASUBAG PERTENGKAPAN

Jumlah Paket
Listrik/Penerangan

Komponen Instalasi
Bangunan Kantor yang Disediakan
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Jumlah Paket Peralatan
Disediakan

Juml,ah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Jumleh Paket Baraxg Qstaka4 dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah I"aporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumtrah Laporan
da-rr Konsultasi SKPD

Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah l,aporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang Disedialan

Jumlah t aporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapal
Kantor yang Disedialan

J 'rnl,ah taporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

SU8 KEGIATAN
ANATIS XEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

TerlaksananyaKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Terlaksana nya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Terlaksananya Analisis
Keuangan

Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

Terlaksanan ya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Terlaksananya Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

RENSTRA 2024-2026

dan Perlengkapan Kantor yang

Penyelenggaraan RapatKoordinasi
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lndikator Sub
Xegiatan

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD

Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

SU8 KEGIATAN

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota

KASI PERENCANAAN ANGGARAN

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifl kasi Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang ApBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentanB Penjabaran
Perubahan Daerah

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

lndikator Sub
Kegiatan

KASI PERENCANAAN ANGGARAN

Jumlah Kegiatan Verifi kasi RKA-SKPD
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Jumlah Kegiatan Veriflkasi Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perda APBD dan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perubahan Peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

SUB KEGIATAN
KASI PENGENDATIAN DAN OTORISASI

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebfiakan
Bidang Anggaran

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kola

lndikator Sub
Kegiatan

KASI PENGENDALIAN DAN OTORISASI

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS

Jumlah Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD

Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja

6t
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Jumlah SKPD yang dibina

KASI PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksannya Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

lndikator Sub
Kegiatan

Jumlah Bulan Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Anggaran Kas dan SPD

Jumlah SKPD yang dibina

SUB KEGIATAN
KASI PENGAWASAN

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah, Laporan aliran kas, dan
pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

Terlaksannya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serla Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan lnstansi
terkait

Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan
yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta
penatausahaan dan pertatanggungjawaban sub kegiatan

KASI PENGAWASAN

Jumlah Laporan Hasil Konsolidasi
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SUB KEGIATAN

KASI PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

lndikator Sub
Kegiatan



Jumlah Dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan
Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Jumlah Kebijakan yang disusun

Jumlah Sisdur yang disusun

SU8 KEGIATAN
KASI SEKSI AKUNTANSI PEMBUKUAN

Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi pemerintah Daerah

Terlaksananya Penyusunan system dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

lndlkator Sub
Kegiatan

KASI SEKSI AKUNTANSI PEMBUKUAN

Jumlah Dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan
Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

Jumlah Kebijakan yang disusun

KASIE VERIFIKASI

Terlaksananya Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Terlaksan anya Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksana nya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

SUB KEGIATAN
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Jumlah Laporan Hasil Konsolidasi

Jumlah Sisdur yang disusun



Terlaksannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

lndikator Sub
Kegiatan

KASIE VERIFIKASI

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban

Jumlah Laporan Tindak Lanjut

Jumlah SKPD yang Dibina

SU8 KEGIATAN
KASI PEMBUKUAN DAN PENDATAAN ASET

Terlaksananya Penyusunan Standar Harga

Terlaksananya Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Op(imalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah

Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bersertifikat

KASI PEiIBUKUAN DAN PE].IDATAAN ASET

Jumlah Standar Harga yang Oisusun

Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun

SUB KEGIATAN
KASI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Jumlah Persidangan Tuntutan Ganti Rugi yang diadakan
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lndikator Sub
Ketiatan



Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

lndikator Sub
l(egiatan

KASI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daorah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik Da€rah

Jumlah Laporan Hasil
Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Jumlah laporan hasil pembinean pengelolaan BMD
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BAB VII

PENUTUP

RENSTRA PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Minahasa adalah merupakan penjabaran program perubahan RPJpD Kabupaten

Minahasa Tahun 2005 - 2025 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penyusunan Rancangan awal RENSTRA

PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024

- 2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang

memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran sasaran strategis yang

ingin dicapai selama sisa periode ke depan serta memberikan arahan mengenai

kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama sisa periode ke depan

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan perubahan Rencana Strategis

(Renstra) BPKAD Kabupaten Minahasa fahun 2024 - 2026 sangat tergantung dari

komitmen, kesepakatan, kesepahaman Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Minahasa mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana.
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